




i 
 
 

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN 

 

 

Muhadam Labolo 

Yudi Latif 

Firman Noor 

Muchlis Hamdi 

Armin Arsyad 

Sadu Wasistiono 

Muhammad 

Leo Agustino 

Nirvana Latifah 

R. Siti Zuhro 

Kiyotaka Yokomichi 

Laode Buzyali Fajman Sanbigs 

Ferry Daud Liando 

Juanda 

 Meranti 

Petrus Polyando 

Lely Arrianie 

Dyaloka Puspita Ningrum 

Lisa Adhrianti 

Ermaya Suradinata 

M. Aries Djaenuri 

Dede Mariana 

Utang Suwiryo 

 

 

 

 
PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA 

  



ii 

 

 

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN 

 

 

Penulis  : Muhadam Labolo | Yudi Latif | Firman Noor | 

Muchlis Hamdi | Armin Arsyad | Sadu 

Wasistiono | Muhammad | Leo Agustino | 

Nirvana Latifah | R. Siti Zuhro | Kiyotaka 

Yokomichi | Laode Buzyali Fajman Sanbigs | 

Ferry Daud Liando | Juanda | Meranti | Petrus 

Polyando | Lely Arrianie | Dyaloka Puspita 

Ningrum | Lisa Adhrianti | Ermaya 

Suradinata| M. Aries Djaenuri | Dede Mariana 

| Utang Suwiryo 

Desain Sampul : Eri Setiawan 

Tata Letak : Hikmah Millenia Saputri 

ISBN  :  978-623-151-521-6 

 

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023 

 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH 

NO. 225/JTE/2021 

 

Redaksi: 

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992 

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com 

Cetakan Pertama : 2023 

 

Eureka Media Aksara bekerjasama dengan 

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia 

 

All right reserved 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh 

isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, 

termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman 

lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit. 

  



iii 
 
 

PENGANTAR KATA 

 

Syukurlah alhamdulillah buku di tangan pembaca dengan 

judul Kepemimpinan Pemerintahan selesai di tulis. Sebagian topik 

dalam buku ini diadaptasi dari tulisan terpilih di jurnal ilmu 

pemerintahan MIPI. Sisanya dilengkapi oleh para penulis generasi 

selanjutnya yang tumbuh dan berkembang sesuai eranya.    

Buku ini sengaja tidak di atur seketat Buku Putih 

Pemerintahan dan Buku Etika Pemerintahan, menimbang topik 

yang dikirimkan para penulis cukup beragam sehingga cukup 

menyulitkan editor untuk memilah sesuai tekanan dalam bingkai 

kepemimpinan pemerintahan. 

Buku ini diselesaikan dengan harapan menjadi semacam 

pemandu ideal lewat dialektika teks yang melingkupi filsafat moral, 

teori, konsep, paradigma, hingga praksis kepemimpinan 

pemerintahan ketika bertemu di moment pesta demokrasi tahun 

2024. 

Dengan menyadari segala kekurangan dan kelebihan yang 

menempel dalam buku ini, kiranya Masyarakat Ilmu Pemerintahan 

Indonesia (MIPI) dengan tegak telah mempertanggungjawabkan 

dirinya kehadapan publik soal moralitas kepemimpinan dalam 

pemerintahan. 

Tentu saja, beriring ucapan terima kasih kepada para penulis 

dan pembaca, MIPI juga memohon maaf atas ketidaksempurnaan 

dan keterlambatan yang mungkin menjadikan buku ini terlihat 

cacat. Semua itu tak lain kecuali kealpaan editor yang sekalipun 

telah membaca berulang-ulang tetap saja tak luput dari kekhilafan.  
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Lepas dari itu, buku ini bertujuan memberikan wawasan 

keilmuan tentang kepemimpinan pemerintahan yang dengan 

pemahaman itu kita berharap telah memberi kontribusi kognitif 

bagi pemerintah, masyarakat, dan pembelajar pemerintahan.  

Semoga buku ini  berguna di tangan pembaca yang budiman. 

 Jakarta, 1 September 2023 

 

Penyunting 

Prof. Dr. Muhadam Labolo, MSi 
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SAMBUTAN KETUA UMUM MIPI 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Syalom, Om 
Swastiastu, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Pancasila 

 
Puji syukur penulisan buku ini telah selesai dilakukan.  Tentu 

saja untuk pertamakali saya mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada Sdr. Prof. Dr. Muhadam Labolo, MSi yang telah 

membagi waktunya untuk menyelesaikan  buku ketiga dalam dua 

tahun terakhir.  Sesuai janji saya, kita telah menyelesaikan tiga buku 

yaitu Buku Putih Pemerintahan, Etika Pemerintahan, dan 

Kepemimpinan Pemerintahan. Semua tunggakan ini hanya 

mungkin terealisasi berkat dukungan segenap anggota dan 

simpatisan MIPI yang terus bekerja tanpa kenal lelah. 

Buku di tangan para pembaca kali ini mengusung tema 

kepemimpinan pemerintahan.  Tentu saja dua kata itu merupakan 

gejala yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sejak dulu, 

sekarang hingga masa akan datang. Kepemimpinan dan 

pemerintahan adalah dua fenomena yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat. Kepemimpinan merujuk pada kemampuan seseorang 

memengaruhi, atau menggerakkan orang lain dan seluruh sumber 

daya yang tersedia, untuk mengikuti pikiran, tindakan para 

pemimpin maupun tujuan organisasi. 

Sementara itu, pemerintahan menunjukkan gejala dimana 

kepemimpinan tumbuh. Pemerintahan menjadi wadah dimana 

kepemimpinan secara personal menunjukkan karakternya apakah 

demokratis, otoriter, atau totaliter.  Dalam wadah pemerintahan itu 

kepemimpinan menampakkan dirinya sebagai leader, atau dengan 

nama lain seperti kepala negara, kepala pemerintahan, perdana 

menteri, raja, presiden, direktur, menteri, gubernur, bupatu, 

walikota, camat, kepala desa dan lain sebagainya. 

Dalam wadah pemerintahan itu pula, kepemimpinan 

menghasilkan proses yang menghubungkan antara mereka yang 

dipimpin dan mereka yang memimpin. Proses itu dihubungkan 

oleh penggunaan wewenang, layanan, relasi, serta tujuan yang 

konkrit seperti kesejahteraan, maupun tujuan yang relatif seperti 

kebahagiaan. 
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Pemerintahan menyediakan seperangkat sistem yang dapat 

digunakan bagi praktek kepemimpinan. Dalam hal ini sistem 

pemerintahan presidensial memberi corak yang berbeda dengan 

kepemimpinan yang bersifat parlementer. Demikian pula 

campuran keduanya. Maknanya kepemimpinan menyesuaikan 

dengan wadah sistem pemerintahan dimana peran kepemimpinan 

itu diperlukan.  

Tentu saja kepemimpinan pemerintahan dalam konteks yang 

luas itu kita batasi dengan meminjam istilah Prof. Sadu Wasistiono, 

yaitu kepemimpinan dua kaki. Dalam prakteknya, pola 

kepemimpinan pemerintahan selalu berhadapan dengan  tuntutan 

bawahan dalam organisasi birokrasi pemerintahan, sekaligus 

bertemu wajah dengan basis konstituen yang nyata maupun tidak.  

Dewasa ini basis konstituen nyata semakin sedikit (followers). 

Di tengah perubahan paradigma 5.0, basis konstituen itu berwujud 

netizen dari citizen. Kelompok ini pun dapat kita temukan seperti 

komunitas pendengung (buzzer & influenzer). Dalam kasus pemilu 

2019 kita bisa merasakan lewat dukungan sekaligus perseteruan 

laten antara cebong & kampret. 

Dengan realitas itu, tantangan kepemimpinan pemerintahan 

itu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Penggunaan 

wewenang akan semakin terbatas oleh sebab bergesernya otoritas 

pemerintah yang selama ini bersifat monopolistik. Layanan 

pemerintahan secara kuantitatif akan berkurang disebabkan 

meningkatnya privatisasi.  

Relasi yang tadinya sangat hirarkhis akan dengan sendirinya 

bergeser menjadi heterarkhis. Government kini menjadi governance. 

Artinya pemerintahan yang sempit kini menjadi luas dan bersifat 

fungsional. Paradigma good governance kini melangkah ke dynamic 

government, digital government dan agile government yang semakin 

kompleks (super digital/IA). 

Akhirnya, tujuan pemerintahan yang sehari-harinya berkutat 

dengan kepuasan jasmaniah (kesejahteraan) kini kembali ke 

pencarian hal-hal yang bersifat pemaknaan, hakekat, spiritualitas, 

maupun kepuasan ruhaniah. Mungkin ini makna kebahagiaan yang 

dimaksud. Dalam kaitan itulah tantangan kepemimpinan 
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pemerintahan kini diarahkan, memandu para pengikutnya, entah 

bawahan dalam ruang birokrasi maupun followers dalam realitas 

nyata dan tak nyata agar mampu mencapai kehidupan bersama 

yang lebih baik. 

 

Sebagai penutup sambutan ini, saya selaku Ketua Umum 

MIPI sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh 

kontributor naskah ini.  Seturut dengan itu, dengan menyadari akan 

berbagai kekurangan disana-sini, kami mohon maaf.  Semoga buku-

buku yang diterbitkan MIPI selama ini mampu menjadi sedikit oase 

di tengah pertengkaran pikiran bagi kemajuan masyarakat, bangsa, 

pemerintah, dan negara yang kita cintai.  

 

Jakarta, 1 September 2023 
Ketua Umum MIPI 
 
 

         Dr. Bahtiar Baharuddin, MSi 
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Mengatasi Krisis  

Melalui Kepemimpin Berkarakter Pancasila 

Oleh. Yudi Latif1 

 
 

Perkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas 

landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di 

atas kerapuhan basis moral kenegaraan. Politik sebagai teknik 

mengalami pencanggihan, tapi politik sebagai etik mengalami 

kemunduran.  

Praktik politik cenderung mengalami pengerdilan menjadi 

sekadar perjuangan kuasa demi kuasa; bukan politik sebagai 

perjuangan mewujudkan kebajikan bersama. Politik dan etika 

terpisah seperti terpisahnya air dengan minyak. Akibatnya, 

kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti ketakwaan, 

perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan 

mengalami kelumpuhan. 

Misi besar reformasi untuk menghadirkan pemerintahan 

yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme masih jauh 

dari harapan. Proses konsolidasi demokrasi terhambat oleh proses 

demokratisasi (perluasan dan pendalaman) korupsi. Praktik 

korupsi melanda seluruh lembaga dan instansi kenegaraan, serta 

merembes ke segala lapisan dari pusat hingga daerah.  

Seiring dengan laju korupsi, wajah negeri seperti tercermin 

dari warta media menampakkan buruk rupa: kemiskinan 

keteladanan, kehilangan keadilan dan perlindungan hukum, 

kesenjangan sosial, keretakan jalinan sosial, perluasan tindak 

kekerasan, kejahatan dan premanisme, gurita narkoba, kerusuhan 

di wilayah tambang dan perkebunan, kecelakaan transportasi dan 

kerawanan sarana publik. 

 

1 Ketua Harian Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila. 
Pengarang buku ´1HJDUD� 3DULSXUQD�� +LVWRULVLWDV�� 5DVLRQDOLWDV�� GDQ�
$NWXDOLWDV�3DQFDVLODµ� 
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Sumber Kepemimpinan Nasional di Tengah Arus 

Demokrasi Kontemporer 

Oleh. Firman Noor 

 
 

A. Pendahuluan 

Demokrasi saat ini telah menjadi sebuah tatanan yang 

diakui oleh masyarakat Indonesia. Keberadaanya telah 

melahirkan semangat baru untuk mewujudkan pemerintahan 

yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam konteks 

kepemimpinan, demokrasi telah membuka peluang bagi 

berbagai pihak untuk mengambil kesempatan dalam turut 

berperan mengisi posisi-posisi kunci di pemerintahan. Saat ini 

kepemimpinan politik, baik di level nasional maupun lokal, 

telah banyak diisi oleh beragam figur dengan berbagai latar 

belakang. Secara umum, mereka adalah perwakilan atau kader 

dari partai politik yang telah terpilih melalui sebuah proses 

pemilihan yang melibatkan banyak kalangan.  

Formasi kepemimpinan politik, dengan demikian, sebagai 

fondasi dari kepemimpinan pemerintahan adalah resultante dari 

kebangkitan politik massa, setelah sebelumnya ditentukan oleh 

model politik elitis. Kebangkitan politik pada masa ini secara 

esensial menandai juga adanya sebuah kepercayaan baru antara 

masyarakat dengan partai-partai politik untuk menentukan 

kepemimpinan politik. Pada awal reformasi, kepercayaan itu 

demikian tinggi. Kebanyakan rakyat cukup meyakini bahwa 

partai, termasuk elite dan kadernya, akan memberikan sebuah 

perubahan yang signifikan bagi kehidupan mereka. Namun 

demikian, seiring dengan perjalanan waktu, muncul persoalan 

dalam konteks kepercayaan itu. Fenomena tingginya 

kepercayaan kepada partai-partai seolah tinggal cerita manis di 

awal sebuah orde.  
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G. Penutup 

Dalam situasi politik saat ini, dengan arus demokratisasi 

yang semakin pragmatis dan delegitimasi citra partai yang 

makin membesar (terutama sebagai konsekuensi dari kinerja 

partai yang tidak kunjung memuaskan), maka perlu dipikirkan 

adanya peluang bagi kandidat non-partai politik untuk dapat 

makin berkiprah dalam kepemimpinan politik. Memaksimalkan 

peluang terpilihnya figur terbaik dengan memberikan 

kesempatan pada semua kalangan diharapkan dapat makin 

menyegarkan kehidupan politik dan membawa bangsa pada 

sebuah kepemimpinan politik yang lebih aspiratif, efektif dan 

bertanggung jawab. Pembahasan di atas mengisyaratkan bahwa 

dari beragam aspek yang relevan pembatasan kepemimpinan 

politik hanya untuk kalangan partai tidak menemukan 

pembenaran akademis maupun empiris yang kuat. Meski 

demikian, kajian ini tidak bermaksud mereduksi dan 

menghilangkan peran dan keberadaan partai sebagai salah satu 

elemen terpenting dari kehidupan demokrasi. Selain itu saat ini 

persoalan kepemimpinan nasional tidak saja ditentukan oleh 

faktor partai politik secara individu, namun juga sebuah koalisi 

sebagai konsekuensi dari aturan main yang ada.   
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Kepemimpinan Pemerintahan dalam  

Perspektif Manajerial 

Oleh. Muchlis Hamdi2 

 
 

A. Pendahuluan 

Pemerintahan merupakan suatu keniscayaan dalam 

kehidupan manusia modern. Melalui proses berpemerintahan, 

setiap orang menjalani kehidupannya bersama dengan orang-

lain dalam suatu tatanan yang teratur. Keteraturan tersebut 

berkaitan dengan interaksi antara sesama warga negara dan juga 

antara warga negara dan negara. Dengan keteraturan tatanan 

tersebut, setiap orang memiliki kesempatan untuk 

mengaktualisasikan dirinya dalam upaya mewujudkan makna 

yang diidealkannya, yang umumnya sering diungkapkan 

dengan istilah adil, makmur, sejahtera, dan bahagia. 

Pemerintahan juga menunjukkan sisi lain bagi kehidupan 

manusia. Cukup banyak catatan sejarah yang mengungkapkan 

berlangsungnya pemerintahan yang memunculkan kekelaman 

dalam hidup warga negara. Ketika ini terjadi, maka sejarah juga 

mencatat bahwa kekelaman hidup warga negara tersebut terjadi 

sebagai akibat dari berlangsungnya kepemimpinan 

pemerintahan yang sewenang-wenang dan tidak berpihak pada 

rakyat. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah nilai yang 

mendasari eksistensi suatu pemerintahan selalu bermakna 

konstruktif bagi kehidupan warga negara?; bagaimana 

terjadinya kepemimpinan pemerintahan yang tidak berpihak 

pada kepentingan warga negara?; dan bagaimana membangun 

kepemimpinan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan 

warga negara?. Dalam tulisan ini, jawaban terhadap ketiga 

pertanyaan tersebut dipaparkan dalam perspektif manajerial. 

 

2 Guru Besar pada IPDN, Pengurus Pusat MIPI 
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suasana demokratis, memiliki akuntabilitas tinggi, dan 

mengamalkan etika pemerintahan.  
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Pemimpin Responsif  

Cermin Pemerintahan Demokrasi  

Oleh. Armin Arsyad6 

 
 

A. Pendahuluan 

Jean Jacques Rousseau berpendapat kedaulatan rakyat 

tidak dapat diserahkan apalagi dibagi-bagi. Sebab kedaulatan 

rakyat adalah hal yang sangat urgent dalam kehidupan manusia. 

Kedaulatan yang dimiliki oleh individu merupakan hal yang 

hakiki dalam kehidupan manusia.  

Pendapat J.J. Rousseau tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintah yang demokrasi hendaknya menjunjung tinggi 

kedaulatan rakyat. Artinya pemerintah hendaknya senantiasa 

memperhatikan dan menjunjung tinggi apa yang menjadi 

kehendak atau keinginan rakyat. Pemerintah hendaknya 

membuat program dan kebijakan yang sejalan dengan aspirasi 

dan keinginan masyarakat.  Apa yang menjadi kehendak rakyat 

itulah yang dijabarkan dalam program dan kebijakan 

pemerintah. 

Kebijaksanaan yang baik apabila menyenangkan 

sebanyak-banyaknya orang. Itulah sebabnya disebut sebagai 

kebijaksanaan, atau bijak disana. Artinya keputusan pemerintah 

itu diperuntukkan untuk kebaikan ummat manusia, bukan 

untuk kebaikan segelintir orang, atau kepentingan kelompok 

atau rezim. 

Pemerintah yang baik hendaknya berupaya 

menempatkan kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan 

dirinya dan kelompoknya. Untuk mewujudkan hal itu maka 

pemerintah hendaknya senantiasa menyelami aspirasi dan 

jeritan hati nurani rakyat.  Untuk mengetahui apa yang menjadi 

 

6 Guru Besar Ilmu Politik Fisip Universitas Hasanuddin. 
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Model Kepemimpinan Pemerintahan  

Dua Kaki dan Dua Inti7 

Oleh. Sadu Wasistiono8 

 
 

A. Pendahuluan 

Gejala kepemimpinan adalah gejala universal karena ada 

pada setiap kelompok masyarakat, baik yang besar, sedang, 

maupun kecil. Bahkan gejala kepemimpinan juga ada pada 

dunia binatang.  Kouzes dan Posner dalam kata pengantar 

EXNXQ\D�PHQ\HEXWNDQ�EDKZD�´OHDGHUVKLS�LV�HYHU\RQH·V�EXVLQHVVµ�9 

Sebagai gejala universal tidaklah mengherankan apabila banyak 

sekali pakar yang menulis buku tentang kepemimpinan.  Tetapi 

umumnya buku yang ditulis adalah kepemimpinan dalam 

dunia bisnis yang ditandai dengan iklim kompetisi yang tajam 

dan perubahan lingkungan yang sulit diprediksi, sehingga 

diperlukan pemimpin yang inovatif serta  biasa memakai pola 

´thinking out of the boxµ�� � 3ULQVLSQ\D�ELVQLV� DGDODK�GXQLD�\DQJ�

penuh dengan kompetisi, mereka harus siap untuk maju dan 

tumbuh atau akan tersingkir.10 

 

7 Tulisan disiapkan untuk Jurnal MIPI Edisi Ke-46. Sebagian materi 
GLDPELO�GDUL�%XNX�´.HSHPLPSLQDQ�3HPHULQWDKDQµ�\DQJ�VHGDQJ�
penulis siapkan untuk diterbitkan.  

8 Dosen IPDN, Guru Besar Bidang Sistem Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah. 

9 Kouzes, James.M and Barry Z. Posner, 2011. The Five Practices of 
Exemplary Leadership : Government. Published by Pfeiffer, San 
Fransisco. page preface. 

10 6HEDJDL� LOXVWUDVL�� DSDELOD� NLWD� PHQFDUL� MXGXO� ´leadership booksµ�
melalui www.amazon.com - sebuah toko buku electronik yang 
terbesar di dunia, akan diperoleh angka 92.516 buku. Apabila 
PHQFDUL�GHQJDQ�MXGXO�´government leadership booksµ�DNDQ�NHWHPX�
angka 8.511 buku yang sebagian merupakan autobiografi para 
pemimpin negara terutama pada posisi presiden atau perdana 
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melayani masyarakat secara langsung sudah seharusnya 

memiliki dan menjalankan kedua bentuk kepemimpinan, baik 

kepemimpinan organisasional maupun kepemimpinan sosial 

karena pengikutnya  memang berasal dari dua kelompok yang 

berbeda. 
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Model Kepemimpinan Pemerintahan Transformatif 

Menuju Tata Kelola Pemerintahan  

Demokratis dan Beretika 

Oleh. Muhammad 

 

 

A. Pendahuluan 

Pancasila Sebagai Sumber Norma Dalam Bernegara 

Negara Hukum Berdasarkan Etika Pancasila Pancasila adalah 

sumber hukum tertinggi dalam konsep kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan 

falsafah kebangsaan dan ke-Indonesiaan yang tidak bisa 

dipisahkan dari semua rangkaian norma kehidupan bernegara. 

Pancasila hendaklah dipahami sebagai fondasi atau dasar moral 

dan etika kehidupan bernegara. Pancasila harus diletakkan pada 

setiap sendi-sendi kehidupan karena ia merupakan standar 

norma ideal dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah nilai-nilai 

Pancasila yang mengandung makna etika dan moral baik secara 

privat individu maupun secara universal. Maka pancasila itu 

harus melekat dan menjadi pedoman praktik dalam etika 

kehidupan berbangsa. Pancasila merupakan warisan karya 

intelektual para pendahulu bangsa yang harus dijadikan 

rujukan norma kehidupan sosial. Oleh karena Pancasila 

merupakan sumber tertinggi dari segala nilai norma termasuk 

norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

maka Pancasila harus dijadikan sebagai acuan bagi 

penyelenggara negara terutama dalam merumuskan atau 

menyusun peraturan perundang-undangan dalam bernegara. 

Semua norma peraturan hendaklah merujuk dan menyarikan 

nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari filosofi. Pancasila 

menjadi standar nilai bagi semua nilai norma peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk. Pada jalur hukum, 

pemikiran tentang pancasila difokuskan pada kedudukannya 
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sebagai gubernur, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa 

Timur.  Ini bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dan distribusi pendapatan yang merata.  Demikian pula 

pertumbuhan sosial yang dapat dilihat dari IPM. 

Akhir semua itu, masyarakat tidak hanya sekadar melihat 

keberhasilan di masa lalu, tetapi juga perlu mempertimbangkan 

kemampuan calon pemimpin untuk mengatasi tantangan masa 

depan, menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan 

yang terus berkembang.  Dalam proses ini, penilaian kritis, 

partisipasi aktif, dan diskusi yang sehat adalah faktor penting 

dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan mampu 

mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. 
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Demokrasi, Kepemimpinan dan  

Pemerintahan Indonesia Era Digital 

Oleh. R. Siti Zuhro 

 

 

A. Pendahuluan 

Pasca gerakan reformasi 1998, Indonesia memasuki era 

kehidupan kebangsaan yang demokratis dan terbuka. Sebagai 

negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, capaian Indonesia 

tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat internasional. 

Meskipun demikian, demokrasi yang berlangsung selama 25 

tahun ini (1998-2023) belum juga mampu membuat Indonesia 

menjadi negara yang sejahtera. Secara politik masih banyak yang 

harus dibenahi, khususnya berkaitan dengan etika dan moral 

politik pemimpinnya.56 Nilai-nilai budaya politik yang 

berkembang di tengah masyarakat belum mampu menjadi 

penopang utama praktek demokrasi. Salah satu sebab utamanya 

adalah absennya nilai-nilai keteladanan dan atau 

kepemimpinan57 yang bisa menginsiparasi dan mendorong 

perilaku politik masyarakat yang positif dan dewasa atau 

matang.  

Demokrasi tanpa penegakan hukum dan keteladanan 

pemimpin berpotensi menimbulkan anarki, tirani, feodalisme, 

dan oligarki politik (Zuhro, 2014). Keteladanan pemimpin dalam 

menegakkan etika dan moral merupakan sebuah keniscayaan. 

Nilai-nilai demokrasi Pancasila secara jelas mengajarkan hal 

 

56 Lihat antara lain buku MIPI tentang Etika Pemerintahan (2023). 
Jakarta.   

57 Kepemimpinan adalah suatu proses transformasi perubahan di 
mana etika individu menyatu dengan masyarakat banyak sebagai 
evolutionary social development. Karena itu, kepemimpinan 
merupakan suatu proses perubahan dinamis dan pertukaran nilai-
nilai.  
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Kepemimpinan Pemerintahan  

Berbasis Artificial Intelligence  

Oleh. Kiyokata Yokomichi dan  
Laode Buzyali Fajman Sanbigs 

 
 

A. Pendahuluan 

Dalam era revolusi digital, teknologi informasi 

merupakan variabel dominan yang telah merubah pola 

kepemimpinan di berbagai negara tak terkecuali Indonesia. 

Signifikansi variabel tersebut nampak jelas pada perubahan 

perilaku dari para pemimpin. Romantisme keduanya bermula 

sejak ponsel pintar dibarengi mudahnya akses internet mulai 

merebut perhatian dan mengalihkan dunia masyarakat yang 

dipimpin. Statistik menunjukkan bahwa jumlah pengguna 

ponsel saat ini adalah sebanyak kurang lebih enam miliar 

pengguna atau sekitar 80% dari total populasi dunia dan telah 

merenggut waktu pemakainya hingga sekitar 4,2 jam per hari 

atau bahkan sekitar 8-10 jam perhari untuk wilayah Indonesia.75 

Hal ini menyebabkan interaksi di dunia nyata menjadi semakin 

berkurang dari waktu ke waktu. Fenomena tersebut tentu 

berpengaruh besar pada preferensi masyarakat terhadap jenis 

layanan yang disediakan oleh pemerintah. Pelayanan 

konvensional yang memakan waktu berjam-jam menjadi tidak 

relevan dengan waktu individu yang semakin terbatas. Jika kita 

asumsikan warga Indonesia menghabiskan waktunya hingga 8 

jam bermain handphone, 8 jam untuk tidur, maka hanya tersisa 

sekitar 8 jam perhari untuk melakukan aktivitas kantor, 

olahraga, dan lainnya, sehingga kebutuhan akan layanan cepat 

saji semakin tak terbantahkan. Hal inilah yang kemudian 

 

 75https://ameera.republika.co.id/berita/rrvpgp425/ratarata-
orang-indonesia-habiskan-810-jam-per-hari-pakai-hp 
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pendekatan etis dalam penerapan AI dalam kepemimpinan 

pemerintahan. Ini mencakup aspek-aspek seperti privasi data, 

keamanan, bias algoritma, dan pertimbangan dampak sosial. 

Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan AI 

didasarkan pada prinsip-prinsip etis, transparansi, dan keadilan 

guna melindungi kepentingan masyarakat yang dilayani. Dalam 

kontek yang lebih luas, sudah menjadi kodrat manusai untuk 

menjadi pemimpin di muka bumi ini, AI tak akan pernah 

mengambil posisi manusia, justru sebaliknya, satu hal yang 

perlu ditakutkan adalah bahwa posisi manusia akan diambil 

oleh sesama manusia yang paham bagaimana menggunakan AI.   
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Relevansi Kelembagaan Partai Politik  

Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah 

Oleh. Ferry Daud Liando 

 
A. Pendahuluan 

Kebijakan otonomi daerah telah diimplementasikan sejak 

tahun 1999 melalui pembentukan Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini 

merupakan salah satu hasil dari perjuangan gerakan reformasi 

mahasiswa dan elemen aktivis organisasi kemasyarakatan tahun 

1998. Gerakan itu kemudian menggantikan kekuasaan era 

pemerintahan orde baru yang berkuasa selama 32 tahun. 

Kebijakan otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan 

kepada daerah untuk dapat mengelola secara mandiri guna 

pembangunan dan kesejahteraan daerahnya. Walaupun 

terdapat beberapa kewenangan absolut yang tetap menjadi 

urusan pemerintah pusat seperti politik dan hubungan luar 

negeri, fiskal, hukum dan peradilan, agama serta keamanan dan 

ketertiban. 

Kebijakan yang selenggarakan oleh pemerintahan orde 

baru menempatkan posisi pemerintah pusat sebagai arena 

sentral pengambilan keputusan serta mengeksekusi sendiri 

keputusan yang ditetapkannya. Sebelumnya pemerintah daerah 

hanya diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan. 

Berbeda dengan sistem pemerintahan orde baru, kebijakan 

otonomi daerah mendorong pemerintah daerah secara mandiri 

merumuskan kebijakan untuk sejumlah urusan namun tetap 

dalam koridor bingkai negara kesatuan. Oleh karena itu undang-

undang otonomi daerah mengatur gubernur memiliki dua peran 

sekaligus yaitu sebagai kepala daerah dengan menjalankan 

tugas desentralisasi dan peran gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat di daerah yang menjalankan tugas 

dekonsentrasi.  
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Peran Partai Politik dalam Mewujudkan  

Pemimpin Pemerintahan yang Berkualitas 

Oleh. Juanda 

 
 

A. Pendahuluan 

Eksistensi Partai Politik dalam negara demokrasi sangat 

penting dan memiliki peran yang sangat strategis. Indonesia 

sebagai negara demokrasi secara filosofis telah tertuang di 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dan 

secara konstitusional dirumuskan di dalam Pasal-Pasalnya.   

Beberapa norma konstitusional yang mendeskripsikan 

Indonesia negara demokrasi antara lain terdapat dalam Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

7DKXQ� ����� \DLWX� ´.HGDXODWDQ� DGDODK� GL� WDQJDQ� UDN\DW� GDQ�

dilaksanakan menurut Undang-8QGDQJ�'DVDUµ��6HODQMXWQ\D�GL�

dalam Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih 

dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 

(2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan 

umum sebagaimana dimaksud, di atur dalam Pasal 22 E yang 

menegaskan bahwa anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan 

Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. 

Di tingkat Daerah, salah satu prinsip dan esensi 

demokrasi diatur di dalam Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, 

dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jika 

ditelaah dan dikaji lebih cermat dan mendalam, pengaturan 

prinsip dan dan esensi negara demokrasi dan kedaulatan rakyat  

tersebar di berbagai Pasal di dalam Undang-Undang Dasar NRI 

tahun 1945. 
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teori-teori konstruksi identitas nasional, seperti yang 

diemban oleh Clifford Geertz dan Stuart Hall, dapat menjadi 

panduan penting. Dengan memahami peran budaya dan 

pentingnya interpretasi yang akurat serta partisipasi aktif dalam 

pembentukan identitas nasional, pemerintahan Jokowi dapat 

terus memperkuat konstruksi identitas nasional yang inklusif 

dan pluralistik, yang mencerminkan semangat kebhinekaan 

Indonesia. 

Dengan demikian, melalui pemahaman dan analisis yang 

mendalam terhadap pandangan filsafat budaya dan teori 

konstruksi identitas nasional, kita dapat mengevaluasi dengan 

kritis upaya pemerintahan Jokowi dalam membangun 

konstruksi identitas nasional yang inklusif dan pluralistik. 

Dengan mempertimbangkan teori-teori konstruksi identitas 

nasional seperti Anthony D. Smith, Clifford Geertz, Stuart Hall, 

dan Berger & Luckmann guna mendapatkan wawasan penting 

yang lebih komprehensif, tentang konstruksi identitas nasional 

di masa pemerintahan Jokowi dan implikasinya terhadap 

inklusivitas dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia. 
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Pengembangan Kepemimpinan Transformasional  

di Level Lokal pada Era New Normal 

Oleh. Petrus Polyando 

 
 

A. Pengantar  

Aspek kepemimpinan pemerintahan menjadi faktor 

penting dalam transformasi manajemen pemerintahan daerah di 

era new normal. Hal ini mengingat berbagai gagasan konseptual 

mengenai tata kelola daerah dan cara mengelola berbagai 

sumber daya daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

sangat ditentukan oleh pemimpin pemerintahan daerah. 

Dengan posisinya sebagai aktor dominan dalam 

penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah yang 

didukung dengan berbagai fasilitas, publik meletakan organ ini 

sebagai elemen kunci keberhasilan atas berbagai gagasan 

perwujudan kesejahteraan masyarakat lokal. Tentu masih 

konsisten dengan nilai utama kepemimpinan pemerintahan 

yang telah disepakati sejak zaman klasik hingga zaman modern 

atau post-modern. Dalam artian bahwa sejak ditemukannya 

entitas pemerintahan sebagai komponen penting bagi sebuah 

negara, faktor kepemimpinan masih menjadi harapan 

keberkahan bagi para pengikut. Dapat disederhanakan bahwa 

kepemimpinan pemerintahan lokal sangat menentukan dampak 

positif dan negatif dari berbagai perubahan sosial di wilayahnya 

pada setiap situasi dan kondisi. Sebab itu, bagi mereka yang 

memperbaharui diri akan mampu menghadapi perubahan 

zaman  sedangkan bagi mereka yang bertahan dengan gaya 

tradisional akan kesulitan.  

Saat ini dunia terus berubah dan sifat perubahannya telah 

menghadirkan situasi baru dalam tatanan dunia di mana 

ancaman cepat menyebar dan tidak pasti, di mana konflik kian 

nyata terjadi namun tidak dapat diprediksi, dan di mana 
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Retorika dan Model Komunikasi  

Kepemimpinan Pemerintahan 

Oleh. Lely Arrianie 

 
A. Pendahuluan  

Propaganda seringkali dikonotasikan  dengan sesuatu  

yang bersifat negatif, padahal sejatinya propaganda bisa 

diarahkan pada sesuatu yang bersifat positif. Tindakan 

komunikasi kepemimpinan pemerintahanpun dapat 

menggunakan propaganda  untuk sebuah langkah dalam 

menentukan model komunikasi apa yang akan digunakan untuk 

membangun kepercayaan publik atas kepemimpinan 

pemerintahan yang tengah berlangsung. Karena itu propaganda 

harus dipandang sebagai suatu usaha yang dilakukan 

pemerintah dalam kepemimpinan pemerintahannya, bisa juga  

sebagai suatu usaha yang dirancang dengan cermat, sadar, 

sistematik ,tersusun dengan rapi dan terorganisir untuk 

mencapai tujuan bersama. 

Namun, realitasnya dalam banyak kekuasaan termasuk 

dalam kepemimpinan di pemerintahan, tidak mudah 

menemukan model komunikasi kepemimpinan pemerintahan, 

mengingat persepsi yang tidak sama bagi pemimpin itu sendiri 

maupun aparat birokrasi di dalamnya, bahkan cara 

menterjemahkan aturan yang seharusnya dipahami samapun 

realitasnya tidak ditemukan model yang bisa menjadi referensi 

umum sebagai sebuah model, sehingga menemukan model khas 

komunikasi kepemimpinan pemerintahan harusnya menjadi 

tanggung jawab oleh jajaran pemimpin yang tengah 

melaksanakan kekuasaannya termasuk aparat birokrasi 

dibawahnya secara keseluruhan. 

Setiap pemimpin dalam suatu pemerintahan dalam 

menjalankan kepemimpinannya, pasti melakukan, merancang 

dan mengorganisir secara terukur, cermat dan sistematik tiap 
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D. Penutup  

Sifat Komunikasi kepemimpinan pemerintahan harus 

dibangun diatas narasi bersama bahwa kepemimpinan 

pemerintahan itu adalah tentang membangun narasi bersama 

untuk kepentingan publik, maka sifat  komunikasi one to many 

communication  harus memberikan ruang gerak diantara orang 

orang yang merasa sebagai anggota dari suatu kelompok untuk 

bisa sama sama melakukan propaganda dalam bentuk persuasi 

sebagai kontrol sosial, kepemimpinan pemerintahan adalah 

sebuah upaya membangun sistem komunikasi yang bisa 

dipolakan dan dijadikan model kepemimpinan  pemerintahan 

dalam berbagai level kekuasaan dan kepemimpinan yang 

dijalankan. 
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Iklim Komunikasi Organisasi  

Dalam Kepemimpinan Pemerintahan 

Oleh. Dyaloka Puspita Ningrum 

 
 

A. Reformasi Sebagai Pengantar 

Berbicara mengenai persoalan politik tentu menjadi topik 

yang mengasyikan untuk dibahas dalam obrolan sehari-hari, 

baik di ruang publik maupun di warung kopi sekalipun.  

Mengulik dinamika politik pemerintahan di tanah air sungguh 

tidak lepas dari proses demokrasi yang telah menyentuh seluruh 

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah demokrasi 

mulanya muncul dalam peradaban ke-V Yunani sebelum 

masehi. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani demokrasi 

berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuatan), yang juga 

secara harfiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan 

rakyat. Bahkan definisi demokrasi yang paling familiar didengar 

yakni berdasarkan pandangan Presiden Amerika Serikat ke-16 

$EUDKDP�/LQFROQ��EDKZD�´GHPRNUDVL�PHUXSDNDQ�VXDWX�VLVWHP�

pemerintahan yang mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan 

XQWXN�UDN\DWµ�� 

Namun situasi kongkrit yang ada perlahan-lahan 

mengantarkan masyarakat pada rasa sinis ataupun pesimis akan 

keberhasilan negeri ini, terutama terhadap integritas pemerintah 

itu sendiri yang penuh dengan narasi kericuhan, perebutan 

kekuasaan serta pertentangan / conflict of interest. Stigma politik 

sering kali dicitrakan sebagai sesuatu yang buruk, kotor dan 

penuh intrik. Dalam tataran praktis, kekuasaan dan juga relasi 

yang dimiliki politisi memungkinkan adanya praktik politik 

yang mengarah pada abuse of power, sehingga tidak menutup 

kemungkinan akan memunculkan kebijakan politik yang kian 

merugikan masyarakat.  



 

366 
 

 

 Diibaratkan air panas, secara keseluruhan paradigma 

masyarakat di negeri ini memang telah berada di titik kejenuhan 

dalam menyikapi sejumlah situasi politik yang cukup tumpang 

tindih dengan berbagai program,kegiatan hingga bisnis dalam 

birokrasi kenegaraan tersebut. Meskipun masyarakat juga 

menaruh besar harapan tentang masa depan yang lebih adil dan 

makmur pada pemerintah yang berkuasa. Sehingga dalam 

memaknai dinamika perpolitikan tanah air yang terus bergulir 

dan bahkan dalam menyambut Pesta Demokrasi ke-5 pada 

tahun 2024 mendatang, keterdapat pula fenomena unik lainnya 

yang cukup banyak menghiasi media online publik saat ini, 

\DLWX� GDODP� KDO� ´KXPRU� SROLWLNµ�� 5XDQJ� SROLWLN� \DQJ� NDGDQJ�

pengap dan rumit, sebenarnya sangat penting di isi dengan 

adanya humor tersebut. Walaupun sejumlah kritikan pedas 

terhadap para elit pemerintah kerab kali dilontorkan oleh 

publik, yang di sisi lain pun sejujurnya berangkat juga dari gaya 

hidup para aktor politik itu sendiri. 
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Branding Komunikasi Politik Media Sosial Instagram 

Oleh Calon Pemimpin Muda  

Menuju Kontestasi Pemilu 2024 di Bengkulu 

Oleh. Lisa Adhrianti 

 
 

A. Pendahuluan 

Istilah brand atau merek umumnya digunakan untuk 

merujuk kepada penamaan atas sebuah produk atau usaha yang 

diidentikkan dengan konsep-konsep ekonomi. Seiring 

berjalannya waktu diskusi brand kemudian diarahkan pada 

pembentukan citra personal, terlebih dalam konteks dunia 

politik kita mendapatkan contoh dari Barack Obama yang 

berasal dari ras kulit hitam yang mampu memenangkan 

kontestasi pemilu Presiden Amerika Serikat dengan melakukan 

mobilisasi massa melalui platform digital media sosial Facebook 

di tahun 2008 silam. Kemenangan tersebut membuka ruang 

kajian lebih luas terhadap konsep personal branding bagi 

komunikator politik yang ternyata dapat dibentuk dan 

dipertahankan melalui pemanfaatan teknologi digital dengan 

memaksimalkan media sosial saat ini.   

Komunikasi politik yang merupakan proses keterlibatan 

aktor politik bersama dengan pesan politik yang dibawa terkait 

dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah 

menjadi menarik ketika dihadapkan kepada arena kompetisi 

untuk memperebutkan kursi atau kedudukan khusus di 

masyarakat. Komunikasi politik tidak akan pernah terhenti 

berjalan selama pemerintahan berlangsung di muka bumi. 

Panggung kontestasi politik yang berlangsung setiap kurun 

waktu tertentu di Indonesia diisi dengan berbagai tontonan yang 

berlomba untuk menciptakan kesan personal yang menarik dari 

aktor politik di hadapan masyarakat. Inilah yang menjadi esensi 

kajian personal branding.  
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Bupati yang sudah terlihat sebagai upaya membedakan diri 

dengan pribadi lainnya. 

Pengelolaan brand (Manage Your Brand) yang terkait 

dengan kemampuan memberikan kepercayaan ke dalam benak 

setiap konsumen telah dilakukan oleh keempat pemimpin 

daerah. Aspek mengelola dan memelihara brand ini ditunjukkan 

dengan respon publik yang ditunjukkan oleh jumlah like dan 

comment yang diberikan oleh para pengikut. 

 

Saran 

Secara teoritis dapat disarankan bahwa pengembangan 

kajian branding politik dapat lebih maksimal jika ditunjang 

dengan hasil survey menggunakan metodologi campuran 

kualitiatif dan kuantitatif berlatar belakang teori komunikasi 

politif perspektif pemasaran.  

Secara praktis, disarankan kepada pemimpin daerah yang 

akan mengikuti kontestasi politik lanjutan agar dapat aktif 

memaksimalkan kampanye pengembangan citra atau personal 

branding di media sosial selain Instagram, namun juga melalui 

facebook, twitter, tiktok, youtube yang rata-rata digunakan oleh 

masyarakat saat ini. Branding politik melalui media sosial juga 

harus dapat memunculkan krakter spesifik yang konsisten agar 

publik dapat semakin ingat terhadap tokoh politik, menjadi suka 

dan mau menjadi pemilih pada panggung pamilihan umum. 
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Menata Ulang Rekrutmen 

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia 

Oleh. Muhadam Labolo 

 
 

A. Pengantar  

Realitas kepemimpinan pemerintahan Indonesia dalam 

dua dasawarsa pasca reformasi tak banyak mengalami 

perubahan signifikan. Kepemimpinan pemerintahan dalam hal 

ini melingkupi kepemimpinan pemerintahan pada organisasi 

sosial politik, dan kepemimpinan pemerintahan pada organisasi 

birokrasi pemerintahan (Wasistiono, 2009). Proses rekrutmen 

kepemimpinan pemerintahan dimasa orde lama dan orde baru 

tampak jauh lebih terencana dengan sumber daya melimpah. 

Dimasa orde lama, proses pengisian kepemimpinan 

pemerintahan walaupun tak begitu stabil namun para 

pemimpin memiliki kredibilitas tinggi sebagai produk 

pergolakan panjang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah 

(1908-1965). Sementara dimasa orde baru, proses pengisian 

kepemimpinan pemerintahan berjalan stabil menurut senioritas 

dan merit system. Baik pengisian kepemimpinan politik maupun 

birokrasi dilakukan secara ketat oleh kaum teknokrasi. Di akhir 

kepemimpinan Soeharto (1966-1998), proses kepemimpinan 

mulai bercampur spoil system. Pasca reformasi, pola penyiapan 

kepemimpinan pemerintahan dilakukan dengan 

mempertahankan merit system. Namun demikian upaya itu tak 

bertahan lama, proses rekrutmen kepemimpinan baik di ranah 

organisasi sosial-politik maupun birokrasi-pemerintahan 

cenderung kembali ke masa orde baru, dibumbui korupsi, kolusi 

dan nepotisme (1999-2023). Kritik terhadap kegagalan 

rekrutmen masa orde baru yang dipenuhi bantalan korupsi, 

kolusi dan nepotisme menjadikan kepemimpinan pemerintahan 

di Indonesia jauh lebih mudah di tebak dibanding praktek 
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Reformasi Administrasi Publik di Indonesia118 

Oleh. Dede Mariana 

 
 

A. Pendahuluan 

Administrasi publik atau administrasi negara sebenarnya 

bukanlah kajian baru di Indonesia, bahkan kajian ini sempat 

berkembang pesat sejalan dengan perkembangan praktik tata 

pemerintahan. Kondisi inilah yang mengidentikan administrasi 

publik (public administration) dengan administrasi negara yang 

sebagian besar perspektifnya berfokus pada negara (state centris). 

Reformasi administrasi publik sebagai salah satu bidang kajian 

administrasi yang selalu menarik untuk dikritisi. Secara teoritis, 

lahirnya gejala ini sebagai akibat logis dari adanya 

kecenderungan pergeseran perkembangan ilmu administrasi 

publik yang beralih dari normative science ke pendekatan 

behavioral²ekologis.  

Administrasi publik berkenaan dengan administrasi 

dalam lingkup negara, sering pula diartikan sebagai pemerintah. 

Seperti halnya dalam genus-nya, administrasi, adanya tujuan 

yang ingin dicapai merupakan konsep yang mendasar dalam 

administrasi publik. Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu; 

pada setiap waktu, tempat, bidang, atau tingkatan, bahkan 

kegiatan tertentu, terdapat tujuan-tujuan tertentu. Tetapi sebagai 

negara tentu harus ada asas, pedoman, dan tujuan, yang menjadi 

landasan kerja administrasi publik. Pada umumnya (meskipun 

tidak semuanya) gagasan-gagasan dasar tersebut ada dalam 

konstitusi negara yang bersangkutan. 
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Badiklat Jabar dan LP3E FE Unpad-PWK ITB. Ditulis ulang untuk 
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organisasi pemerintah merupakan bagian dari dan berkaitan 

erat dengan sistem politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.   

 

F. Penutup 

Keberhasilan reformasi administrasi publik sangat 

tergantung pada berbagai faktor, antara lain: (1) dukungan dan 

komitmen dari pemimpin politik; (2) adanya agen (inti) 

pembaru; (3) adanya lingkungan sosial ekonomi dan politis yang 

kondusif; serta (4) waktu yang tepat. Strategi yang berkenaan 

dengan sifat dan ruang lingkup pembaruan administratif 

haruslah dirancang melalui kerja sama yang harmonis antara 

pemimpin politik dan para pembaru, di mana mereka berdua 

harus memperhatikan faktor lingkungan yang ada.  

Sifat dan ruang lingkup reformasi administrasi juga 

tergantung pada tersedianya sumber daya, baik dana maupun 

tenaga (SDM). Karena pada umumnya daerah kekurangan dana 

maupun tenaga sehingga akan mengalami banyak kesulitan jika 

menerapkan pendekatan makro atau komprehensif. Dengan 

demikian, maka pendekatan mikro atau inkremental akan lebih 

cocok bagi daerah-daerah yang kondisinya beragam. Reformasi 

administrasi mencakup perubahan yang menyusup ke seluruh 

jaringan birokrasi sebab birokrasi daerah dianggap sebagai satu 

kesatuan, sehingga reformasi administrasi publik perlu 

diimbangi dengan pembenahan pada struktur dan kultur 

birokrasi sebagai orang-orang yang nantinya akan menjalankan 

reformasi administrasi publik. 
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Filsafat Pemerintahan Augustinus (354-430) 

Oleh. Utang Suwiryo 

 
 

A. Pendahuluan 

 Sebelum kita membicarakan pemikiran-pemikiran 

Augustinus di bidang pemerintahan, baiklah kita tinjau sepintas 

kilas tentang keadaan yang melatarbelakangi kehidupan 

dia.Yang menjadi dasar pandangan hidup pada jaman 

pertengahan adalah Ketuhanan, sehingga pemikiran-pemikiran 

tentang negara dan hukum yang timbul dari rasio yang sehat 

kurang berarti. Ilmu pengetahuan hasil pemikiran manusia 

diabaikannya. Dengan demikian agama Kristen sejak semula 

telah menimbulkan persoalan baru, yaitu persoalan hubungan 

gereja dan negara, oleh karenanya ia membawa sikap yang 

revolusioner terhadap penguasa duniawi. Kaisar-kaisar 

menganggap ini sebagai alasan untuk mengusut secara kejam 

sekte kaum Kristen itu, akan tetapi pengusutan-pengusutan itu 

hanya mengakibatkan bertambah banyaknya jumlah penganut-

penganut mereka. Aliran rohani baru itu terbukti tak dapat 

dibasmi; aliran itu mencari kebahagiaan akhirat sambil menolak 

keduniawian dan oleh karena sikap hidupnya yang saleh itu, ia 

merupakan lawan yang besar dengan aliran pelanggar norma 

yang ada pada waktu itu. 

Dengan runtuhnya nilai dan tatasusila peradaban 

Romawi, maka tak dapat dicegah keruntuhan ketatanegaraan, 

tetapi sebaliknya kekuatan agama Kristen berkembang terus dan 

lama kelamaaan menggantikannya. 

Para kaisar kemudian memberi hati dan peluang kepada 

kaum Kristen, Commudus (180 - 192 M) merupakan kaisar 

pertama yang membolehkan mereka exis dan tumbuh di 

sekitarnya. 
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